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ABSTRAK 

Untuk menghambat laju pencemaran lingkungan hidup maka diperlukan Penegakan 

Hukum Lingkungan Terpadu. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1). 

Bagaimanakah pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup Terpadu di Kota 

Solok? 2). Apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan dan 

pengelolaan lingkungan hidup Terpadu di Kota Solok? 3). Apa sajakah upaya yang 

dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kota Solok dalam penegakan hukum 

lingkungan terhadap pencemaran? Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum 

sosiologis, dengan menggunakan sumber data yang terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. 

Dan analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 

: 1) Pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup Terpadu di Kota Solok belum 

berjalan efektif. 2) Penghambat dalam pelaksanaan dan pengelolaan Lingkungan 

Hidup Terpadu di Kota Solok adalah keterbatasan fasilitas dan kurangnya biaya. 3) 

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kota Solok dalam pelaksanaan 

penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan adalah upaya represif 

berupa pengenaan sanksi. 
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